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Tolerance. study aims to analyze the challenges faced by civics education in
building unity amidst political polarization and to formulate
Kata kunci: Pendidikan strategies that can be implemented in the context of digital democracy.
Kewarganegaraan, The results indicate that integrating technology-based approaches,
Polarisasi Politik, Civic  developing critical thinking skills, and instilling the values of
Unity, Demokrasi tolerance and constructive dialogue are effective strategies for
Digital, Toleransi.

strengthening civic unity. In conclusion, civics education that adapts
to digital developments can be a solution to address the negative
impacts of political polarization.

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran
penting dalam membentuk kesadaran politik dan sosial warga
negara, terutama di tengah tantangan polarisasi politik yang
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semakin tajam. Polarisasi ini seringkali memperburuk
fragmentasi sosial dan mengancam integrasi masyarakat dalam
demokrasi digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi
digital yang memperluas ruang publik untuk diskusi politik,
penting untuk mengeksplorasi bagaimana PKn dapat menjadi
instrumen untuk memperkuat civic unity. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh
pendidikan kewarganegaraan untuk membangun persatuan di
tengah polarisasi politik serta merumuskan strategi yang dapat
diterapkan dalam konteks demokrasi digital. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa integrasi pendekatan berbasis teknologi,
pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta penanaman
nilai-nilai toleransi dan dialog konstruktif adalah strategi yang
efektif untuk memperkuat civic unity. Kesimpulannya,
pendidikan  kewarganegaraan yang adaptif terhadap
perkembangan digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi
dampak negatif polarisasi politik.
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1. PENDAHULUAN

Demokratis, baik polarisasi politik telah menjadi fenomena yang semakin
mencolok di banyak negara di dunia nyata maupun dalam ruang digital.
Perbedaan pandangan politik yang tajam antara kelompok-kelompok sosial
dapat memecah kohesi sosial dan memperburuk konflik antarwarga negara
(Sunstein, 2009). Dalam konteks ini, civic unity —sebuah konsep yang
menekankan persatuan sosial dan integrasi politik —menjadi sangat penting
untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan hidup demokrasi. Era digital,
dengan munculnya platform media sosial, memperburuk polarisasi politik
melalui penyebaran informasi yang cepat dan, sering kali, tidak terverifikasi,
yang memperkuat pandangan ekstrem dan menciptakan ruang bagi radikalisasi
(Pariser, 2011).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam
membangun kesadaran politik dan sosial yang inklusif. Namun, di tengah
polarisasi yang semakin dalam, tantangan utama bagi PKn adalah bagaimana
menciptakan masyarakat yang tidak hanya toleran, tetapi juga koheren dalam
kerangka kebersamaan politik. Di sinilah, pendekatan baru dalam pendidikan
kewarganegaraan yang menyesuaikan diri dengan tantangan demokrasi digital
sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi
pendidikan kewarganegaraan yang efektif dalam mengurangi polarisasi politik
dan membangun civic unity di era demokrasi digital.

Meskipun banyak penelitian yang menyoroti pentingnya civic unity dan
pendidikan politik, sedikit yang fokus pada tantangan polarisasi dalam konteks
digital yang berkembang pesat (Boulianne, 2015). Media sosial dan platform
digital lainnya telah menciptakan "ruang publik" yang memungkinkan
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informasi—baik yang benar maupun yang salah—beredar tanpa batasan.
Polarisasi yang semakin tajam di ruang digital ini mengancam stabilitas
demokrasi, dan dengan demikian, perlu adanya penyesuaian dalam cara
pendidikan kewarganegaraan diterapkan. Pemahaman tentang bagaimana
pendidikan kewarganegaraan dapat beradaptasi dengan perubahan ini sangat
penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan memitigasi dampak
negatif polarisasi politik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan
praktis dalam pemahaman tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan
dapat memainkan peran penting dalam membangun civic unity di tengah
tantangan polarisasi politik. Kontribusi ini dapat membantu pengembangan
kurikulum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta
memperkaya literatur akademik tentang hubungan antara pendidikan politik,
polarisasi, dan demokrasi digital.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji Pendidikan
Kewarganegaraan dan Tantangan Polarisasi Politik: Strategi Membangun Civic
Unity di Era Demokrasi Digital dirancang secara sistematis untuk memperoleh
pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan paradigma
konstruktivis, karena fokus kajian terletak pada pemaknaan, pengalaman, serta
strategi yang digunakan oleh berbagai aktor dalam menghadapi polarisasi
politik. Pendekatan ini relevan untuk menggali dimensi normatif, praktis, dan
kritis dalam pendidikan kewarganegaraan di tengah perkembangan demokrasi
digital yang sarat dengan dinamika opini publik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Kasus yang ditelaah
mencakup praktik pendidikan kewarganegaraan, baik di ranah formal (sekolah
dan perguruan tinggi) maupun non-formal (komunitas, organisasi masyarakat
sipil, serta ruang digital). Melalui studi kasus, peneliti dapat menelaah secara
mendalam strategi membangun civic unity di tengah tantangan disrupsi digital
dan polarisasi politik.

Populasi penelitian mencakup pendidik, mahasiswa/pelajar, aktivis
komunitas, dan praktisi media digital. Dari populasi tersebut dipilih sampel
purposif, yaitu individu dan kelompok yang dianggap memiliki relevansi tinggi
dengan persoalan yang diteliti, misalnya guru PPKn, mahasiswa aktif dalam
organisasi kemahasiswaan, serta pengelola forum diskusi daring.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,
observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Wawancara memungkinkan
eksplorasi pandangan dan strategi aktor, observasi digunakan untuk memahami
praktik langsung dalam ruang belajar dan interaksi digital, sementara
dokumentasi (artikel, kurikulum, postingan media sosial) memberikan data
pendukung.
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Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang berperan
sebagai instrumen kunci dalam merancang pedoman wawancara, catatan
lapangan, dan rubrik observasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi
sumber dan teknik, sehingga hasil temuan lebih reliabel.

Analisis data dilakukan secara analisis tematik melalui tahap reduksi
data, kategorisasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul
diorganisasi untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara pendidikan
kewarganegaraan, polarisasi politik, dan strategi membangun civic unity.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran
yang mendalam sekaligus rekomendasi strategis bagi pengembangan
pendidikan kewarganegaraan di era demokrasi digital.

3. PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
memiliki peran signifikan dalam mengatasi polarisasi politik di era demokrasi
digital. Temuan utama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Rendahnya literasi digital kewargaan. Dari wawancara dengan 20
mahasiswa, 70% mengaku sering terpapar disinformasi politik melalui
media sosial, sementara hanya 35% yang mampu melakukan verifikasi
informasi secara konsisten.

2. Kesenjangan antara kurikulum dan praktik digital. Observasi di dua
sekolah menengah memperlihatkan bahwa materi PKn masih dominan
normatif (misalnya, penguasaan konsep demokrasi dan konstitusi),
namun minim membekali siswa dengan keterampilan deliberasi digital.

3. Munculnya inisiatif civic digital. Studi kasus pada satu komunitas
pemuda menunjukkan adanya forum diskusi daring lintas kelompok
yang mendorong dialog sehat. Peserta forum melaporkan penurunan
stereotip negatif antarpendukung politik setelah tiga bulan mengikuti
program diskusi terstruktur.

4. Strategi kolaboratif pendidik dan komunitas. Guru PKn yang
berkolaborasi  dengan  organisasi masyarakat sipil  berhasil
mengintegrasikan pelatihan critical thinking dan literasi digital ke dalam
pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi publik
berbasis data.

3.1. Teori Polarisasi Politik

Polarisasi politik adalah proses di mana perbedaan pandangan antara
kelompok-kelompok dalam masyarakat semakin tajam, menghasilkan
kesenjangan sosial dan politik yang lebih besar (Iyengar, Sood, & Lelkes, 2012).
Dalam konteks ini, politik menjadi semakin tersegmentasi dan ekstrem, di mana
individu dan kelompok lebih cenderung berfokus pada perbedaan daripada
kesamaan. Polarisasi politik sering kali diperburuk oleh "echo chambers" dan
"filter bubbles", di mana individu hanya terpapar pada informasi yang
mendukung pandangan mereka sendiri (Sunstein, 2009). Fenomena ini lebih
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intensif di era digital, di mana platform media sosial memberikan ruang bagi
perbedaan pendapat untuk berkembang dengan cepat dan radikal.

Teori "Group Polarization" yang dikembangkan oleh Moscovici dan
Zavalloni (1969) mengemukakan bahwa interaksi dalam kelompok dapat
memperburuk pandangan ekstrem, sebuah proses yang juga terlihat jelas dalam
interaksi politik di ruang digital. Sebagai contoh, kelompok-kelompok yang
sudah memiliki pandangan politik yang serupa semakin memperkuat posisi
mereka setelah berdiskusi di media sosial, menghasilkan pandangan yang lebih
radikal dibandingkan sebelum diskusi tersebut.

3.2. Demokrasi Digital dan Dampaknya terhadap Polarisasi

Era digital, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan media sosial
dan platform online lainnya, telah menciptakan tantangan baru dalam
demokrasi. Media sosial memungkinkan informasi tersebar secara cepat, namun
sering kali tanpa kontrol yang memadai (Pariser, 2011). Hal ini memperburuk
polarisasi dengan cara menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dan
mendalamnya filter bubble, di mana individu hanya menerima informasi yang
sesuai dengan pandangan mereka. Menurut Boulianne (2015), penggunaan
media sosial dapat memperburuk ketimpangan partisipasi politik dan
memperkuat polarisasi, karena pengguna lebih cenderung mengikuti akun atau
halaman yang sesuai dengan preferensi politik mereka, sehingga mengurangi
interaksi antar kelompok dengan pandangan berbeda.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kehadiran teknologi digital
berfungsi sebagai "double-edged sword" dalam konteks demokrasi. Di satu sisi,
teknologi dapat memperkuat demokrasi dengan menyediakan akses informasi
yang lebih luas, tetapi di sisi lain, ia dapat memperburuk polarisasi politik
(Tufekci, 2015). Vaccari (2015) menemukan bahwa meskipun teknologi digital
dapat memperluas partisipasi politik, ia juga mendorong konsolidasi pandangan
ekstrem, yang memperburuk fragmentasi sosial.

3.3. Pendidikan Kewarganegaraan dan Peranannya dalam Mengatasi
Polarisasi

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu instrumen
penting untuk membangun civic unity, yaitu kesadaran kolektif yang mengikat
individu dalam sebuah masyarakat demokratis. PKn berfungsi untuk
menanamkan nilai-nilai demokrasi, inklusivitas, dan toleransi (Grasso &
Richetti, 2019). Dalam konteks polarisasi politik, pendidikan kewarganegaraan
diharapkan dapat memperkuat kerangka sosial yang koheren dan mengurangi
ketegangan yang dihasilkan dari perbedaan politik.

Dewey (1916) dalam teorinya tentang pendidikan demokratis
menyatakan bahwa pendidikan harus memfasilitasi diskusi terbuka dan
pengembangan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan warga negara
untuk mengatasi perbedaan. Di sisi lain, Nussbaum (2010) menekankan
pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya mengajarkan hak
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dan kewajiban, tetapi juga empati, yang dapat membantu mengurangi
ketegangan antar kelompok dalam masyarakat.

Namun, meskipun pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar
dalam memerangi polarisasi, tantangan besar muncul dalam implementasinya.
Macedo (2000) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sering kali
lebih berfokus pada aspek teori dan kurang dalam pengembangan keterampilan
sosial yang relevan dengan kehidupan politik nyata. Di era digital, tantangan ini
semakin berat, karena siswa dan warga negara terpapar informasi yang sangat
bias dan fragmentaris.

3.4. Strategi Membangun Civic Unity di Era Demokrasi Digital

Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa membangun civic unity di era
digital membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.
Hargittai (2015) mengusulkan integrasi literasi digital dalam pendidikan
kewarganegaraan sebagai salah satu strategi utama untuk mengurangi dampak
buruk dari informasi yang bias dan polarisasi yang terjadi di ruang digital. Hal
ini dapat dilakukan dengan mengajarkan warga negara untuk mengidentifikasi
dan mengevaluasi informasi yang mereka terima, sehingga mereka tidak
terjebak dalam filter bubble yang memperburuk polarisasi.

Lebih lanjut, Klein (2017) menyoroti pentingnya menciptakan ruang bagi
diskusi politik yang konstruktif di media sosial, dengan mengedepankan dialog
yang inklusif dan terbuka. Pembelajaran berbasis proyek (project-based
learning) yang melibatkan warga negara dalam kegiatan sosial yang nyata dapat
memperkuat rasa persatuan dan mengurangi ketegangan politik (Boulianne,
2015). Pendidikan yang melibatkan media sosial dalam konteks yang positif juga
dapat menciptakan forum yang aman dan produktif untuk diskusi.

Namun, Van Dijk (2013) mengingatkan bahwa media sosial dapat
memperburuk ketimpangan dalam akses informasi, yang berdampak pada
kesenjangan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan
bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga
mengajarkan keterampilan praktis untuk membangun jembatan antara
kelompok yang terpolarisasi.

3.5. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang polarisasi politik, demokrasi digital, dan
pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital
menawarkan peluang untuk meningkatkan partisipasi politik, ia juga dapat
memperburuk perpecahan sosial dan politik (Pariser, 2011; Tufekci, 2015).
Penelitian-penelitian ini menunjukkan pentingnya pendidikan
kewarganegaraan yang tidak hanya fokus pada teori demokrasi, tetapi juga pada
keterampilan praktis yang memungkinkan warga negara untuk berinteraksi
secara produktif, baik di dunia nyata maupun di dunia digital (Grasso & Richetti,
2019; Hargittai, 2015).
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Namun, satu kekurangan yang ditemukan dalam literatur ini adalah
kurangnya perhatian terhadap pendekatan transformatif dalam pendidikan
kewarganegaraan yang mengintegrasikan keterampilan digital dan kemampuan
berpikir kritis dalam konteks demokrasi digital (Boulianne, 2015). Sejumlah
penelitian menunjukkan bahwa strategi yang lebih berbasis teknologi
diperlukan untuk mengatasi polarisasi politik secara efektif, namun masih ada
tantangan besar dalam implementasinya, terutama dalam memastikan
keterlibatan seluruh segmen masyarakat (Klein, 2017; Van Dijk, 2013).

Temuan di atas sejalan dengan teori civic competence yang dikemukakan
oleh Hoskins & Mascherini (2009), yang menekankan keterampilan berpikir
kritis, partisipasi, dan nilai kebersamaan sebagai inti kewargaan demokratis.
Rendahnya literasi digital mahasiswa memperkuat temuan UNESCO (2021)
bahwa generasi muda rentan terhadap disinformasi politik yang memperparah
polarisasi.

Kesenjangan kurikulum PKn dengan praktik digital mengonfirmasi kritik
Winataputra (2018) bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih
berorientasi pada transfer pengetahuan, belum sepenuhnya transformatif.
Namun, munculnya inisiatif civic digital dari komunitas menunjukkan adanya
potensi pembelajaran partisipatif yang mendukung konsep public sphere
Habermas, di mana ruang diskusi rasional dapat memediasi perbedaan
pandangan politik.

Strategi kolaboratif guru dan komunitas sejalan dengan penelitian Norris
& Inglehart (2019) yang menekankan pentingnya civic culture untuk melawan
polarisasi. Dengan mengintegrasikan keterampilan literasi digital ke dalam PKn,
pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi
juga praksis dalam membangun civic unity di era demokrasi digital.

Secara kritis, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan
sekadar pada arus polarisasi, tetapi pada ketidakmampuan institusi pendidikan
mengadaptasi kurikulum dengan realitas digital. Oleh karena itu, inovasi
pedagogis, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan ruang diskusi publik berbasis
data merupakan strategi kunci membangun persatuan kewargaan di tengah
demokrasi digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dan Tantangan
Polarisasi Politik: Strategi Membangun Civic Unity di Era Demokrasi Digital
menghasilkan beberapa poin penting. Pertama, polarisasi politik di ruang digital
terbukti memperlemah solidaritas kewargaan, terutama karena rendahnya
literasi digital dan keterbatasan kemampuan kritis warga dalam memilah
informasi. Kedua, praktik pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan
perguruan tinggi masih bersifat normatif dan kurang responsif terhadap
tantangan demokrasi digital, sehingga belum optimal membekali generasi muda
dengan keterampilan deliberatif dan partisipatif. Ketiga, terdapat potensi besar
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dari inisiatif komunitas sipil dan forum digital sebagai ruang pembelajaran
kewargaan yang lebih interaktif dan kolaboratif. Keempat, strategi membangun
civic unity paling efektif dilakukan melalui sinergi antara institusi pendidikan,
komunitas, dan ruang digital dengan menekankan penguatan literasi digital,
keterampilan berpikir kritis, serta budaya dialog yang inklusif.

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi peran PKn
dalam merespons polarisasi politik dan merumuskan strategi membangun civic
unity telah tercapai. PKn bukan hanya instrumen transmisi nilai, melainkan juga
arena transformatif untuk membangun kohesi sosial di tengah disrupsi digital.

5.2, Saran
Praktis:

1. Guru dan dosen PKn perlu mengintegrasikan literasi digital dan
keterampilan dialog deliberatif dalam kurikulum, misalnya melalui
simulasi debat daring berbasis data.

2. Pemerintah dan komunitas sipil perlu memperkuat kolaborasi dalam
menyediakan ruang digital yang sehat, guna mendorong keterlibatan
warga dalam diskusi politik yang konstruktif.

3. Platform media sosial dapat dijadikan mitra strategis dalam kampanye
pendidikan kewarganegaraan, khususnya untuk melawan disinformasi
dan ujaran kebencian.

Akademis:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menggunakan
metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh gambaran yang
lebih  komprehensif tentang hubungan antara pendidikan
kewarganegaraan, literasi digital, dan polarisasi politik.

2. Studi komparatif lintas daerah atau lintas negara dapat memberikan
wawasan baru mengenai variasi strategi membangun civic unity di
konteks demokrasi digital yang berbeda.

3. Penelitian longitudinal diperlukan untuk menilai efektivitas program
pendidikan kewarganegaraan berbasis digital dalam jangka panjang
terhadap penguatan kohesi sosial.
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